
BT'PATI TAPIN
PROVINSI I$LIMAIYTAN SEL/TTAIT
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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI TAPIIY,

batrwa unhrk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Pemerintatr Nomor 7l Tahun 2OLO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu
mengahrr Sistem Akuntansi Pemerintatr
Kabupaten Tapin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi
Pemerintatr Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanatr Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 47, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendatraraan Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

2.

3.

4.

nl
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2OO4
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2OO4 Nornor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 44OOl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerinta,tr
Rrsat dan Pemerintatran Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembenhrkan Peraturan Pemndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Dll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234l';

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2Ot4 Nomor 244,
Tambatran kmbaran Negara Republik
Indbnesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang
Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintatran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45021,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor t7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

6.

7.

8.

9.

10.

ol
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tatrun 2OOs

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45T6l, sebagaimana
telah diubatr dengan Peraturan pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubatran atas
Perahrran Pemerintatr Nomor 56 Tatrun 2O0S
tentang Sistem Informasi Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2O7O Nomor 110, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Perahrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

14. Perahrran Pemerintah Nomor 65 Takrun 2005
tentang Pedoman Penn5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang la.poran Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
46Lal;

16. Perahrran Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OOS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

1 7. Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintatr, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintatran Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aft7l;
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1 8. Peraturan Pemerintatr Nomor 39 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daeratr
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7381;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLO Nomor L23, Tarrbahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2Ol7
tentang Pinjaman Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 59,
Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 52191;

Negara Republik

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2
tentang Hibah Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OL2 Nomor 5,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52721;

22. Pera[xan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daeratr (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahart
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ss33);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tatrun 2OlL
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tdrun 20O6
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LT
Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daeratr;

2 5. Perattrran Menteri Keuangan Nomor
238/PMK.O5|2OL1 tentang Pedomart Umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintatran Berbasis Aknlal Pada
Pemerintah Daerah;

OT
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Pembenttrkan Produk Hukum
Daerah;

28. Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;

2 9 . Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OOB tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten
Tapin; sebagaimana telah diubatr beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tatrun 2015 tentang
Pembahan Keempat Atas Peraturan Daeratr
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten Tapin;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O1
Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daeratr Kabupaten Tapin;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

3 2 . Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor O2

Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik lndonesia Kabupaten
Tapiir;

3 3 . Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor O3
Tahun 2OLg tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin;

34. Perattrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5
Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daeratr Kabupaten Tapin Tahun
2Ol4 Nomor 05);

3 5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 1 1 Tahun 2Ol2
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintatr Kabupaten Tapin;

3 6 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembentukan Produk Huktrm
Daeratr di Lingkungan Pemerintatr Kabupaten
Tapin;

OL
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MEUUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATIIRAN BITPATI TEIITANG SISTEM
AIruNTAIYSI PEilERINTATI IIABI'PATEIT TAPIN.

BAB I
I(TIENTUAN T'UUM

PeEaI I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati TaPin.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daeratr otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintatr Daeratr dan Dewan Perwakilan
if"ry"t Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya d"l?- sistem dan prinsip
NegLa Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5. Akqntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadiart
teuang"n, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas

hasilnya.

6. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip aktrntansi yang diterapkan dalam

men]rusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

7. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang

selanjutnya disingkat PUSAP adalatr Peraturan Menteri Keuangart
yang beriujuan untuk memberikan pedoman bagl Pemerintatr
adin rrrrgka penJrusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang

mengacu pada SAP berbasis Akmal dan penerapan statistik
keuangan pemerintah daerah unhrk penJrusunan konsolidasi
fiskal aan siatistik keuangan secara nasional'

8. Sistem Akr:ntansi Pemerintatran Daerah, yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
p"rryJl"r, #Td, penalatan, d n elemen lain untuk mewujudkan
iungsi ^tnrtttar,"i 

sejak analisis transaksi sampai dengart
peliporan keuangan di lingtnrngan organisasi Pemerintah
Daerah.

g. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-
prinlip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, attrran-atttran, dan
praktit-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daeratr
-aaf"m 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan'

/Ll^
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10. Bagan Akun standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah
kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan
akJn nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di
dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca
percobaan, dan laporan keuaxrgan.

ll.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daeratr yang dibatras dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr dan ditetapkan
dengan Perattrran Daerah.

12. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

14. Basis Kas Menuju Aknral adalatr basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta
mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akmal.

15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suattr kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

16. Pengukuran adalalr proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

17. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna.

18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing*masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satrr periode.

19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran L€bih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari
SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

20. Neraca adalatr laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dart
ekuitas pada tanggal tertenttr.

ot
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2l.Laporarr operasional yang selanjutnya disingkat Lo adalah
laporan yang menyajikan informasi mlngenai Ielumt t"gi.t n
operasional 

_ keuangan entitas pelaporan yang tercerminkandrt?* pendapatan-Lo, beban dan surplusidefisit operasional
dari suatu eltitag pelaporan yang peny4iannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

22.['aporcn Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntalsi,
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

23. I"aporan Perubatran Ekuitas yang selanjutnya disingkat LpE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai p-nrbatral
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi
dan eln:itas akhir.

24.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat caLK
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam
rangka pengungkapan yang memadai.

25. Satuan Kerja Perangkat Daeratr yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daeratr pada Pemerintatr Daerah selaku
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

26.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalatr Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendatrara Umum Daerah.

27 . Entttas Akuntansi adalatr unit pemerintahan pengguna
anggarah/pengguna barang dan oleh karenarrya wajib
menyelen akuntansi dan menJrusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintatran yang terdiri dari
satrr atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peratrrran perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungiawaban bempa laporan
keuangan.

29. Rekening Kas Umum Daeratr adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditenttrkan oleh kepala daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar selunrh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

30. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
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31. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih aaram periode
tahun Ernggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

32. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan aiterima
kembali, bailk pada tahun anggaran yang bersangkrrtan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

33. Pendapatan-Lo adalatr hak pemerintah pusat/daerah yang
diakui sebagai penambatr ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

34. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yarrg menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

35. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengamh entitas
bersangkutan.

36. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimitiki oleh pemerintatr sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuart uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagr masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3T.Investasi adalah penggunaan aset untrrk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Ekuitas adalatr kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

38. Kewqjiban adalatr utang yang timbul dari peristiwa rnasa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintatr.

39. Ekuitas adalatr kekayaan bersih pemerintah yang mempakan
selisih antara aset dan kewqiiban pemerintah.

40. Koreksi adalah tindakan pembetrrlan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya.

41. Penyesuaian adalatr transaksi penyesuaian pada akhir periode
untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan
yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi bedalan atau
pada periode yang bedalan.

(u
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BAB II
SISTEM N(UNTAITSI PE}IERIITTAII DATRAII

pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari :

a. Sistem Akuntansi SKPD;
b. Sistem Alnntansi PPKD; dan
c. Bagan Akun Standar.

Pesal 3

(1) sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2
huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, aset, kewqiiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta
pen5rusunan laporan keuangan SKPD.

(21 Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi, penJrusunan laporan keuangan PPKD
serta penJrusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah
Daerah.

(3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantrrm dalam Lampiran I yang merupakan bagtan tidak
terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(l) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hunf c digunakan
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan
kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan strukflrr
laporan keuangan secara lengkap.

(21 BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1

(satu) sampai dengan level 5 (lima), meliputi :

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
e. level 5 (lima) menunjuld<an kode rincian obyek.

oL
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(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam
pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada
buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan
penyajian pada laporan keuangan.

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampirim III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB TV

I(ETENTUAIY PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peratrrran Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Tapin Nomor L2 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daeratr Kabupaten Tapin Tatrun
2OL4 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2015

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2015
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BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 38


